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The case of medical malpractice involving a toddler in Bima has attracted
public attention and raised the urgency of evaluating legal accountability
mechanisms in healthcare. This study aims to analyze the law enforcement
process and the forms of legal responsibility that can be imposed on medical
personnel and healthcare institutions suspected of involvement. Using a
normative juridical approach, this study examines relevant laws, doctrines, and
legal literature, including provisions in the Medical Practice Law, the Health
Law, the Hospital Law, and the Criminal Code. The results indicate that law
enforcement in malpractice cases can be pursued through administrative, civil,
and criminal channels, depending on the level of negligence and the resulting
consequences. Medical personnel can be held personally liable for violations
of professional standards, while healthcare institutions can be held
accountable based on the principle of vicarious liability. This study concludes
that the case in Bima underscores the importance of strengthening regulations,
improving medical service standards, and ensuring transparency in law
enforcement to protect patient rights, particularly children.

Kasus malpraktik medis pada balita di Bima menjadi perhatian publik dan
memunculkan urgensi evaluasi terhadap mekanisme pertanggungjawaban
hukum dalam layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
proses penegakan hukum serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat
dikenakan kepada tenaga medis maupun institusi kesehatan yang diduga
terlibat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini
menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang
relevan, termasuk ketentuan dalam UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan,
UU Rumah Sakit, serta KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penegakan hukum terhadap kasus malpraktik dapat ditempuh melalui jalur
administrasi, perdata, dan pidana, bergantung pada tingkat kelalaian dan
akibat yang ditimbulkan. Tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban
pribadi atas pelanggaran standar profesi, sedangkan institusi kesehatan dapat
dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab pengelola
layanan kesehatan (vicarious liability). Penelitian ini menyimpulkan bahwa
kasus di Bima menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan
standar pelayanan medis, serta transparansi penegakan hukum untuk
melindungi hak pasien, khususnya anak..
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PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan, terutama hak untuk hidup dan perawatan medis yang layak,
merupakan salah satu aspek terpenting dalam menegakkan hak asasi manusia di semua budaya.
Berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
setiap orang berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, termasuk hak atas perawatan medis
yang layak. Kenyataannya, masih banyak pelanggaran praktik kedokteran yang mengakibatkan
pasien mengalami cedera atau bahkan meninggal dunia. Malapraktik medis didefinisikan
sebagai kelalaian profesional yang merugikan penyedia layanan kesehatan dan menyebabkan
kerugian fisik, psikologis, atau sosial bagi pasien.

Akuntabilitas hukum dalam praktik kedokteran berkaitan dengan kepatuhan tenaga
medis terhadap standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama jika terbukti telah
dilanggar. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak memiliki
peraturan yang berkaitan dengan kelalaian medis. "Setiap orang yang mengetahui atau yang
kepentingannya dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia," sesuai dengan Pasal 66 ayat (1).!

Gugatan malapraktik terhadap seorang bayi berusia 1,5 tahun di Bima, Nusa Tenggara
Barat, merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik. Kasus ini diduga melibatkan
kelalaian medis dan menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan terkait bagaimana
hukum Indonesia mengatur akuntabilitas tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan
dalam kasus kelalaian medis, kasus ini telah menarik perhatian publik.

Karena malapraktik medis melanggar norma-norma profesional, tindakan tersebut dapat
diklasifikasikan sebagai tindakan ilegal dalam ranah pidana, perdata, atau administratif. Oleh
karena itu, menjalankan hak dan memenuhi kewajiban seseorang menimbulkan tanggung
jawab hukum. Setiap tuduhan kesalahan harus memiliki dasar yang dapat meminta
pertanggungjawaban hukum seseorang, termasuk kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan
hukum yang berlaku. Siapa pun yang melanggar hukum atau norma sosial akan dihukum
berdasarkan prinsip "tiada hukuman tanpa kesalahan".?

Dalam penelitian ini, istilah malpraktik medis digunakan secara konsisten untuk merujuk

pada kelalaian tenaga medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini mengkaji

'I. Dewi et al., “Analisis Yuridis Dugaan Malpraktik Medis pada Kasus Infus Balita di Puskesmas Bolo,” Jurnal
Ners Research & Learning in Nursing Science 9, no. 3 (2025): 4035-4041.

2 A. C. Gunawan, D. Yudanto, dan A. Junaidi, “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Malpraktik dalam
Bidang Kesehatan,” Unnes Law Review 6, no. 2 (2023): 5387-5397.
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kasus malapraktik bayi di Bima dari sudut pandang hukum. Diharapkan penelitian ini akan
memperkuat sistem hukum Indonesia dan etika profesional tenaga medis, sehingga para
pembuat kebijakan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan standar layanan kesehatan

saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan terkait kesehatan dan praktik kedokteran, serta bahan hukum sekunder
berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif

untuk mengkaji penerapan norma hukum terhadap kasus malpraktik medis pada balita di Bima.

PEMBAHASAN
Mekanisme Penegakan Hukum Dan Proses Hukum Yang Ditempuh Terhadap Kasus
Malpraktik Medis Pada Balita Di Bima

Keluarga korban malapraktik di Bima, terutama anak-anak, memiliki sejumlah cara
untuk meminta pertanggungjawaban staf medis atau fasilitas kesehatan atas kasus tersebut dan
menuntut keadilan. Di Bima, malapraktik didefinisikan sebagai kesalahan atau kelalaian staf
medis yang menyebabkan korban menderita cedera fisik atau psikologis yang serius.
Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, korban memiliki dua pilihan
untuk menempuh jalur hukum: non-litigasi melalui proses perdamaian atau litigasi di
pengadilan.’

Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif adalah dua bentuk penyelesaian non-
litigasi yang tersedia di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mengatur penggunaan konsultasi, mediasi, negosiasi,
konsiliasi, dan penilaian ahli untuk menyelesaikan masalah di luar sistem hukum. Tidak semua
undang-undang ini memiliki definisi atau batasan yang tepat. Berbagai jenis prosedur

penyelesaian sengketa alternatif (ADR) akan dijelaskan secara singkat di bawah ini.*

3 Suratman, “Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” Dinasti Review 5, no. 3 (2025): 2556-2565,
https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3

4 R. Kusuma Putra et al., “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi,” Jurnal Kolaboratif Sains 7,
no. 6 (2024): 2200-2206, https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548
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Ada cara lain bagi keluarga korban untuk menyelesaikan konflik ini tanpa harus melalui
pengadilan. Pengaduan resmi dari keluarga korban mengenai kasus ini biasanya merupakan
langkah pertama dalam penyelesaian non-litigasi. Anda dapat melaporkan hal ini ke cabang
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di wilayah Bima atau ke dinas kesehatan. Setelah menerima
laporan, mereka akan melakukan penyelidikan awal untuk memastikan apakah diperlukan
tindakan disipliner, sidang etik, atau dugaan pelanggaran etik lainnya. Pasal 310 mengizinkan
arbitrase sebuah metode penyelesaian konflik non-litigasi untuk menyelesaikan perselisihan
medis. Berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa, arbitrase adalah
proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa.

Sejumlah undang-undang terkait malapraktik medis telah disahkan oleh pemerintah,
meskipun beberapa di antaranya tidak menjelaskan secara rinci apa itu malapraktik. Beberapa
undang-undang tersebut antara lain:

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit.

3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014, Tentang Tenaga kesehatan.
5. KUHP dan KUHPerdata.

Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah menetapkan tiga Undang-Undang
Kesehatan: Undang-Undang No.9 Tahun 1960, Undang-Undang No.23 Tahun 1992, dan
Undang-Undang No0.36 Tahun 2009. Pasal 29 dan 58 UU No.36 tahun 2009 mengatur
malpraktek medik. Pasal 29 menyatakan: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan
kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu
melalui mediasi”. Hal ini menyiratkan bahwa tenaga medis mungkin tidak selalu menjalankan
tanggung jawab mereka dengan cara yang memastikan pasien menerima perawatan yang
mereka butuhkan dan pulih dari penyakit mereka. Mediasi merupakan pilihan ketika pasien
dan penyedia layanan kesehatan yang diduga lalai berselisih pendapat. Tujuan mediator, yang
dipilih oleh kedua belah pihak, adalah untuk mempertemukan pihak-pihak yang berseberangan
dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.®

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan

bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang timbul akibat

5 Asmadi Erwin, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit,”
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 4, no. 2 (2021): 153-165,
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738
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kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit." Undang-undang ini secara eksklusif
membebankan tanggung jawab perdata. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, rumah sakit
sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikenakan kewajiban-kewajiban berikut:

1. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien

2. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang.

Menurut Mudakir Iskandar Syah,S.H., M.H dalam bukunya menuliskan bahwa sanksi-
sanksi yang ada dalam malpraktik medis terdiri dari:

1. Sanksi Moral,adalah sesuatu yang menyangkut baik buruknya prilaku manusia kita bisa
nilai menurut penilaian pribadi seseorang melalui perbuatnya. Sanksi moral ini dapat
memberikan beban moral di dalam kehidupan bermasyarakat yang batas waktunya tidak
dapat ditentukan. Sanksi moral dapat berupa cemoohan, dicela, ataupun dikucilkan dalam
pergaulan kemasyarakatan atau komunitas setempat.

2. Sanksi Pidana, sanksi pidana diberikan kepada pelaku yang terbuki telah melakukan
pelanggaran hukum baik sengaja maupun tidak sengaja untuk memberikan pembelajaran
agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

3. Sanksi Administratif, sanksi ini diberikan jika; melakukan praktik tanpa izin, melakukan
tindakan diluar lisensi atau izin yang dimiliki, melakukan praktek dengan izin yang
kadaluarsa. Pemerintah sebagai pengawas kebijakan melalui lembaga terkait dengan

pencabutan izin praktek.°

Sesuai Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bertugas memeriksa dokter yang diduga
melakukan malapraktik kedokteran. MKDKI berwenang untuk mendengarkan pengaduan dan
mengambil keputusan terkait pelanggaran disiplin tenaga medis. Namun, menurut Pasal 66
ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran, "Pengaduan kepada MKDKI oleh setiap orang
yang mengetahui atau yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan dokter dalam menjalankan
praktik/malapraktik tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan dugaan tindak
pidana kepada pihak berwenang atau dengan kata lain menggugat ke pengadilan.".

Prosesnya dapat berlanjut ke proses perdata atau ganti rugi, atau bahkan proses pidana
jika kelalaian berat terbukti telah menyebabkan kematian atau cedera serius, jika kelalaian

tersebut benar-benar merugikan pasien dan memenuhi persyaratan malpraktik, seperti adanya

® B. Langkai, T. H. W. Lumunon, dan V. D. D. Kasenda, “Malpraktik Medis dalam Perkara Pidana,” Lex
Administratum 5 (2023).
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kewajiban, pelanggaran kewajiban, dan terjadinya kerugian. Selain menghadapi tindakan etis
atau disiplin dari badan profesional, korban dapat melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau
mengajukan gugatan perdata. Selain itu, dalam kasus kelalaian malapraktik, mediasi
merupakan pendekatan sukarela untuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang menekankan
pentingnya wacana untuk mencapai kompromi. Mediasi merupakan alternatif krusial dalam
gugatan malapraktik medis karena konflik yang terjadi tidak hanya menyangkut masalah
hukum, tetapi juga masalah kepercayaan dan hubungan pasien-penyedia layanan kesehatan.
Baik korban maupun tenaga medis profesional memiliki kesempatan untuk bebas menyuarakan
pikiran dan kekhawatiran mereka selama proses mediasi, yang dipimpin oleh mediator yang
netral. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang disepakati bersama, yang melibatkan
permintaan maaf atau pembayaran sebagai semacam kewajiban moral, alih-alih untuk
mengidentifikasi siapa yang bersalah.’

Sebagian besar tuntutan malapraktik secara internal dan lebih cepat daripada melalui
sistem hukum, proses penyelesaian sengketa malapraktik (MDP) umumnya dianggap berhasil.
Selain memungkinkan adanya pelatihan dan bimbingan bagi tenaga medis yang melanggar
aturan, prosedur ini biasanya lebih ekonomis dan efisien waktu. Pasien juga dijamin bahwa
keluhan mereka akan ditangani secara profesional. Selain itu, penilaian yang dilakukan oleh
profesional lain yang memahami norma operasional dan lingkungan medis mendukung
validitas teknis MDP. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian yang disebabkan
oleh pihak luar, non-medis, dengan pengetahuan teknis yang memadai. Meskipun demikian,
masih terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan subjektivitas atau konflik kepentingan jika
anggota panel tidak independen.?

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Tenaga Medis
Dan Institusi Kesehatan Yang Terlibat Dalam Kasus Malpraktik Pada Balita

Tanggung jawab hukum tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan atas dugaan
pelanggaran diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia tentang penyelesaian
sengketa perdata, pidana, administratif, etik, dan medis. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berlaku dalam konteks ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa

"Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang timbul akibat

" D. Shakhilla, D. Arimbi, dan L. Andayani, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Profesi Dokter yang
Melakukan Malpraktik kepada Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,”
(2025).

8 G. Widjaja, “Majelis Disiplin Profesi sebagai Primum Remedium dalam Penanganan Dugaan Malpraktik Medis
di Indonesia,” Journal of Community Dedication 4 (2025): 137-148.
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kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit." Pasal ini mengurangi tanggung jawab rumah sakit
karena mengalihkan tanggung jawab hukum atas kesalahan tenaga medis kepada rumah sakit.’

Kemudian berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tentang sanksi bagi
tenaga medis dalam pasal 440 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan kesalahan yang menyebabkan pasien
menderita luka berat, mereka akan dihukum penjara paling lama 3 tahun atau denda paling
banyak Rp250.000.000,00.

2. Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan akan dikenakan hukuman penjara paling lama
5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika

kealpaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyebabkan kematian.

Berdasarkan hal tersebut, dokter dan tenaga kesehatan bertanggung jawab atas perawatan
pasien.!©

Selanjutnya menurut Hulman Panjaitan, Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan
orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian
tersebut,” memberikan tanggung jawab hukum perdata kepada setiap orang yang mengajukan
gugatan untuk menuntut ganti rugi setelah merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain
tersebut.!!

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MDKI) bertugas melaporkan orang-
orang yang mengalami kerugian akibat malapraktik medis, dan tenaga medis yang dituduh
melanggar standar administratif dan etika dapat dikenakan tindakan disipliner. Mengingat
balita yang menjadi korban dalam kasus ini adalah seorang anak, hak atas kesehatan dan
standar perawatan yang lebih tinggi merupakan komponen penting dalam melindungi hak-hak
anak. Namun, gugatan malapraktik anak di Bima diselesaikan melalui mediasi, yang berujung
pada pemberian tangan palsu dan restitusi atas kerugian pendidikan.

Dalam kasus balita di Bima, penerapan Pasal 46 UU Rumah Sakit menunjukkan bahwa

rumah sakit tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan kesalahan individual tenaga

°V. C. Eman, T. H. W. Lumunon, dan E. N. Worang, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin
Corporate Negligence (Analisis Pasal 46 UU Rumah Sakit),” Lex Privatum 10, no. 1 (2022): 120-128.

105, Pabidang et al., “Tanggung Jawab Pidana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” (tanpa tahun).

' R. Hutagaol, D. K. Harjono, dan H. Panjaitan, “Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Malpraktik yang
Dilakukan Tenaga Medis dalam Perspektif Hukum Perdata,” Jurnal Hukum To-Ra 10, no. 2 (2024): 359-371,
https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.381
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medis. Hal ini mempertegas penerapan prinsip vicarious liability, di mana institusi tetap
bertanggung jawab atas tindakan tenaga medis yang berada dalam lingkup kerjanya.

Saat ini, beberapa komunitas telah mengadopsi penyelesaian keluarga, yang sering disebut
sebagai keadilan restoratif, untuk menyelesaikan kasus pidana di sektor medis antara pelaku
dan keluarga korban dengan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka
6, "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga korban atau pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan
dendam.".!?

Malpraktik medis tidak secara otomatis merupakan tindak pidana, namun dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik, seperti adanya
kesalahan (culpa), perbuatan melawan hukum, serta kerugian yang ditimbulkan sebagaimana
diatur dalam KUHP. Di sisi lain, perjanjian yang timbul dari perbuatan manusia yang
melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan lalai tersebut
tidak memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peristiwa malapraktik medis juga tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.!3

Konsep tanggung jawab mutlak, tanggung jawab rumah sakit, dan kesalahan pengganti
dapat menjadi dasar bagi tanggung jawab pidana rumah sakit. 28. Konsep tanggung jawab
pengganti dan kesalahan rumah sakit yang telah dibahas sebelumnya berkaitan dengan
kewajiban atasan kepada bawahannya. Perlunya komponen kesalahan dalam malpraktik
berkaitan dengan doktrin tanggung jawab mutlak. Filosofi ini juga memudahkan pembuktian
suatu tindak pidana. Sebuah rumah sakit dapat dihukum berdasarkan konsep tanggung jawab
mutlak jika telah melakukan tindak pidana yang ditetapkan secara hukum tanpa bukti
kesalahan.!*

Karena status hukumnya, rumah sakit dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban
atas pelanggaran yang dilakukan staf medisnya. Tanggung jawab perwakilan atau pembenaran

korporat dapat digunakan untuk mencapai hal ini. Selama masa kerja karyawan, perusahaan

12 J. N. Lawalata et al., “Mediasi Penal sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Malpraktik di Bidang Medis,” Jurnal
Cahaya Mandalika 5, no. 1 (2024).

13'S. Rokayah dan G. Widjaja, “Kelalaian (Negligence) dan Malpraktik Medis,” Cross-Border 5, no. 1 (tanpa
tahun): 463—473.

14R. M. Putri, A. Munawar, dan Sudiyono, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Malpraktik Medis pada
Rumah Sakit,” Jurnal Hukum Lex Generalis 4, no. 7 (2023).
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bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karyawan. Hal ini memungkinkan mereka
yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan mereka karena melanggar
hukum. Menurut teori ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan para
pekerja, agen, atau mandatnya, serta siapa pun yang bertanggung jawab atas perusahaan.'>
Kesalahan dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh kelalaian yang disengaja maupun
tidak disengaja (culpa), dan suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan secara terbatas dalam hukum pidana. Sejumlah perbuatan dapat
dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
antara lain: menjalankan praktik kedokteran tanpa Surat Tanda Registrasi (Pasal 75 ayat (1));
menjalankan praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik (Pasal 76); menggunakan identitas
palsu atau bentuk lain yang memberikan kesan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi (Pasal 77); menggunakan alat, metode, atau cara lain yang dapat

menimbulkan kesan palsu.'¢

PENUTUP

Simpulan
Studi ini menunjukkan bahwa terdapat tiga cara utama penegakan hukum dalam kasus

kelalaian medis di Bima yang melibatkan bayi: administratif, perdata, dan pidana. Tingkat
kecerobohan dan hasil dari tindakan medis menentukan pilihan-pilihan ini. Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berwenang untuk memberikan sanksi
administratif kepada tenaga medis, termasuk peringatan, pencabutan izin praktik, atau tindakan
disiplin. Keluarga pasien dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas
kerugian yang ditimbulkan oleh malpraktik tersebut. Tenaga medis dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kelalaian berat (culpa lata) yang
mengakibatkan kerugian atau kematian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tenaga medis yang melanggar standar profesional, prosedur operasi standar, dan
komitmen etika dapat dikenakan hukuman administratif, perdata, atau pidana. Konsep

tanggung jawab perwakilan, yang menyiratkan tanggung jawab hukum atas tindakan tenaga

5Y. Daeng et al., “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis atas Tindakan Malpraktik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” Innovative: Journal of Social Science
Research 3, no. 6 (2023): 3453-3461.

16 F. Razy, Y. Saputera, dan Sari Mulia, “Malpraktik Medis dalam Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Indonesia,”
Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 3 (2022).

235



Jurnal Dinamika Hukum Vol 27 No 1 April 2026 >

medis di bawah supervisi mereka serta kewajiban hukum untuk menyediakan layanan
kesehatan yang aman bagi pasien, juga dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban
organisasi pelayanan kesehatan. Untuk melindungi hak-hak pasien dan meminta
pertanggungjawaban penyedia layanan kesehatan, kasus malapraktik medis yang melibatkan
seorang anak di Bima menyoroti perlunya prosedur pengawasan yang lebih baik, standar medis

yang lebih baik, serta penegakan hukum yang adil dan terbuka.
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